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KEPALA DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR:7TAHUN2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menímbang a.

KEPALA DESA MONTONGSARI

bahrva Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan *""ar"
terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-besarnya
kemakrnuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggara€¡.n pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, partisipatif, efîsiensi, berkeädilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat daram melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa
yang adil, makmur dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Desa Montongsarl tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2A2S;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZOl4 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun zoL4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2z Nomoi
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6575);
Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2AL4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Iæmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor sssz) sebagaimana telah
beberapa kali Diubah, teralctrir dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubrik hrdonesia
Tahun 2015 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OZ2 tentang Hubungan
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Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 67571;
undang-undang Nomor 3 Tahun 2a24 Tentang perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa {Lembaran Negara tahun Repubrik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Iæmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 69La|;
undang-undang Nomor 59 Tahun 2o24 Tentang Rencana
Jangka Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun
2425-2045 (Lembaran Negara Tahun Repubrik Indonesia
Tahun 2024 Nomor lg4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 69571;
Undang-Undang Nomor 62 Tahun ZO24 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2S
{Lembaran Negara Tahun Repubtik Indonesia Tahun 2024
Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6995);
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 Tentang
Tahapan , Tatacara Perqrusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aß71;
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2tL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SS39), ssþegaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O1S tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4t, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63211;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2AI4 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari pendapatan Dan
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah Diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2oL6 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6O Tahun ZOL4 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AL6 Nomor 57, Ta:rrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 586a);
Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLT Tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ALT Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ALg bntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubHÈ
Indonesia Tahun zALg Nomor 42, Tantbatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
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1,2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A2l Tentang
Badan Usaha Milik Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 21, Tarrabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66231;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2A23 Tentang
Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A23 Nomor 1"00, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2I Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2t Nomor 63);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2A2I Tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 72|;

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang
Penataan TÌrgas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Merah Putih Periode Tahun 2A24 - 2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A24 Nomor 2a9l;

18. Peraturan Presiden Nomor 2OI Tahun 2A24 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A24 Nomor 398);

1,9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2A22 Tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

24. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3O Tahun 2022 Tentang
Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Ta}:lun 2OAT
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAT Nomor-);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2AL4
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2A9\;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2OL4
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O9a\

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O37);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
6);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL6
Tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

28. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 44 Ta},¡wn 2O16
Tentang Kewenangan Desa (Berita" Negara Republik



Indonesia Tahun 2OL6 Nomor1037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6s rahun 2oLT

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2O14 Tentang pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor l22ll;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2oL6
Tentang Badan Permusyawaratan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor B9);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OIT
Tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OLT Nomor 156);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2or7
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daeralr, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor LJIZI;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2OlT
Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALT Nomor Laaa\

34. Peraturan Menteri Datam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor l1_lafi

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keua.ngarì Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tal¡un zOLg Nomorl447);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ?3 Tahun 2O2O
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor ß96);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2A24
Tentang Pedoman Pen¡rusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A24 Nomor 5a3);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O24
Tentang Pos Pelayanan Terpadu {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A24 Nomor 553);

4L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24
Tentang Pedoman Pen¡rusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belarg'a Daerah Tahun Anggaran 2025 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6aS);

42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewena.ng€rn
L,okal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1581;
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme pengambilan
Keputusan Muçyawarah Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1S9);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2015 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor S Tahun 2076
Tentang Pembangunan l(awasan Perdesaan (Berita. Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2OIg tentang pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Aß Nomor 1262]
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2A23 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2Aß tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 3I7l;
Peraturan Menteri Desa, Pembangurìan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun 2O2O Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2O2I Tentang
Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan
Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027
Nomor 2521;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2O21 Tentang Tata
Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A27 Nomor l22al;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Ttansmigrasi Nomor
21 Tahun 2A2A Tentang Pedoman Umum pembangunan
Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor SgOh
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor T Tahun
2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OZ3 Nomor
868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggat
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor L3 Tahun
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2A23 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor g Tahun
2024 Tentang Indeks Desa (Berita. Negara Republík
Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.OS|2O22
Tentang Penunjukan Pihak l"ain sebagai Pemungut pajak
dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan/atau
Pelaporan Pajak yang diPungut oleh Pihak Lain atas
Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui
Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 358);

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59IPMK.A3/2O22
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 23L/PMIí^.æ/2ALS Tentang Tata Cara Pendaftaran
Dan Penghapusan Nomor Pokok Wqiib Pajak, Pengukuhan
Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Bagr Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2A23
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
{Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2A23 Nomor
1052);

58. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022
Tentang Panduan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi
Dampak Inflasi Di Daerah Pada Tingkat Desa;

59. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022
Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa;

60. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

61. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 54 Tahun 2024
Tentang Panduan Pengembang€Ln Kapasitas Masyarakat
Desa dengan Dana Desa;

62. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024
Tentang Panduan Umum Desa Cerdas;

63. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor L2 Tahun zOLg tentang Pedoman
Pen¡rusunan Tata Cara Pengadaan BaranglJasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Aß Nomor
1455);

64. Keputusan Deputi Bidang Pegembangan Strategi dan
Kebijakan Lembaga Kebüakan Pengadaan barang / Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Model Dokumen
Swakelola Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
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{Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2t2S-2A45
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 6);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1Z Tahun 2018
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah {Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ZAIB Nomor 17);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2OL8
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan
Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah {Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 1B);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2OZ3
Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun
2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kendal
{Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006
Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2416 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2AL6 Nomor
1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor l52l;
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Ta_Trun
2Ol7 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OlT
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Badal Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OL8 Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun
2O2L Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal
(Iæmbaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OZL
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2O2l
Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2O2t - 2A26
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2t Nomor
7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 2lal;
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun
2022 Tentang PemberdayaarL Masyarakat Dan Desa Di
Kabupaten Kendal {Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2A22 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal N<¡mor 3 Tahun
2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah Tahun 2025-2045 fl,embaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2A24 Nomor 3|;
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78. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun
2024 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ZO24 {Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 4);

79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1o rahun 2013 Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal
kepada camat Dalam Rangka pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2Ol3 Nomor 1O Seri E No. 9)
sebagaimana telah Diubah dengan peraturan Bupati
Kendal Nomor 26 Tahun 2O13 Tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2AlS Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal
kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal {Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 1S);

80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2A1.6 Tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor ZZ
Tahun 2OOT Tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun ZOAT Tentang
Sumber Pendapatan Desa {Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);

81. Peraturan Bupati Kenda1 Nomor 46 Tahun 2A16 Tentang
Ped.oman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2tl6 Nomor 46
Seri E No. 41);

82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tútun 2016 Tentang
Standarisasi Beaya dalam Pen¡rusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 72 Sen E No. 45);

83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8O Tahun 2AL6 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di
Kabupaten Kendal { Berita Daerah Kabupaten Kendal
tahun 2OL6 Nomor 8O Seri E na 47 l;

84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2OL6 Nomor 82 Seri E No. 49J,
Sebagaimana telah Dirubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2}tg Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Di Kabupaten Kendal {Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2Ol9 Nomor 8O);

85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2OI7 Tentang
Penghasilan Tetap, T[njangan, Dan Penerimaan Lain
yang Sah bagr Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2AI7 Nomor 5) Sebagaimana telah Dirubah
dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2OLs
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor S
Tahun 2Ol7 Tentang Penghasilan tetap, Tunjangan Dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagr Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2AL5 Nomor 3O|;

86. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor ST Tahun



90

87.

88

89

91.

94.

95.

96

?or7 Tentang Petunjuk Teknis pen¡rusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan
Pembangunan Dan pelaksanaan Kegiatan pembanlrnan
Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2OLT Nomor 38);
Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati
Kendal Nomor 17 tahun 2al6 Tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten ren¿at Nomor5 tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa Di
Kabupaten Kendat (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2Ol8 Nomor 13);
Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 rahun
2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal usul Dan Kewenangan Lokar Berskala Desa Di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 5O);
Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2ar9 Tentang standarisasi Biaya dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Kabupaten Kendal rahun Anggaran zarg perita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun zALg Nomor 11)
Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun
2org rentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal {Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OLg Nomor 36);
Peraturan Bupati Kabupaten Kendat Nomor go rahun
2ar9 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati
Kendal Nomor 5 Tahun 2olr rentang penghasilan Tetap,
Tïrnjangan Dan Penerimaan lain yang sah basi Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2ALg Nomor g1);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2a2a rentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupateã
Kendal Tahun 2O2O Nomor 38 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2o2o rentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendar Nomor gã
Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian Dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2a2o Nomor 96);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tarrun zo2l Tentaág
Perubahan atas Paraturan Bupati Kendar Nomor 68 Tahun
24rc Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas,
Dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas pemberdayá"tt
Masyarakat Desa Kabupaten Kendal {Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2A2L Nomor Z);
Peraturan Bupati No 17 Tahun 2azL Tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor g2 Tahun
2016 Tentang tata cara Pengalokasian Dan penyaluran
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendar (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2A2L Nomor l7);
Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021, Tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor s tatrun zol7
Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan penerimaan
lain - lain yang sah bagi Kepala Desa Dan perangkat Desa
Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2A2I Nomor 26);
Peraturan Bupatí No 42 Tahun 2o2Í Tentang percepatan
Pencegahan stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal
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97.



(Berita Daerah Kabupaten Kendal rahun 2o2L Nomor 42);
98. Peraturan Bupati No 82 Tahun zo2L Tentang Kedudukan,

susunan organisasi, Tïrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2O2l Nomor 82);

99. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2t2z rentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendar Nomor g2 Tahun
2016 Tentang Tata cara pengalokasian Dan penyaluran
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendar {Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2A22 Nomor 9);

100. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2ozz rentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun
2O2I Tentang Tata Cara pemberian Dan
Pertanggungiawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2A2Z Nomor 13);

101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2T Ta}run 2o22 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa untuk
Peningkatan Sarana Prasarana perdesaan Dan
Pengembangan Desa \l¡isata (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2A22 Nomor 27);

102. Peraturan Bupati Kendal Nomor zs rahun 2a22 Tentang
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal rahun 2a22
Nomor 75);

Lo3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2o23 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OZ3 Nomor 2);

104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2o23 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16
Tahun 2015 Tentang Tata Cara pengalokasian Dan
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Kendal {Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2O2J Nomor 23);

105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2T Ta}rtt'. 2o23 Tentang
Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2A23 Nomor 27);

106. Peraturan Bupati Kendal Nomor Z4 Tahun ZO23
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2OIT
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2Ol7 Tentang Tat¿. Cara pengangkatan dan
Pemberhentian Perangþat Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2A2g Nomor 34);

107. Peraturan Bupati Kendal Nomor s2 Tahun 2a23
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2022 tentang Standar Harga satuan di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2A23 Nomor 52);

108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2a23 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik meralui sistem
Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita. Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2O2S Nomor 46);

109. Peraturan Bupati Kendal Nomor s2 Tahun 2o2j rentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendar Nomor 40
Tahun 2A22 Tentang Standar Harga Satuan Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah l(abupaten



Kendal Tahun 2A23 Nomor 52);
110. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2o2J Tentang

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non TÏrnaí pada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 56);

111. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Pengahsilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan Lain yang
sah Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2A24 Nomor 12);

11"2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Tata cara Pengalokasian dan penyaluran Arokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal rahun 2024
Nomor L3);

113. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2A24 Nomor 17);

1l-4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun za24 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Beranja
Daerah rahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 29);

115. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4o rahun 2o24 Tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024
{Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2AZ4 Nomor 41};

116. Keputusan Bupati Kendal Nomor gr3/ssg/2o29 rentang
Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil
Perhitungan Bagian Dari Hasit Pqiak Daerah dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2O2L Bag Desa Di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2A23;

117. Keputusan Bupati Kenda1 Nomor goolL4a/2o24 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor
9tO/84/2O24 Tartggal 15 Maret 2024 tentang penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa Bag Setiap Desa Di
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2A24;

1 18. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2 /922/ 2A24
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal
Nomor 100.3.3.2 /291/2A24 Tanggal 29 Okrober 2024
tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan
Saeana Prasarana Perdesaan dan pengembangan Desa
Wisata Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2A24;

1 19. Peraturan Desa Montongsari Nomor 3 Tahun 2aL6 tentang
struktur organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa di
Desa Montongsari {Lembaran Desa Montongsari Tahun
2Ot6 Nomor 3);

120. Peraturan Desa Montongsari Nomor s rahun 2olg tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Montongsari
{Lembaran Desa Montongsari Tahun 2}lg Nomor 5};

121. Peraturan Desa Montongsari Nomor 2 Tahun zo24 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Montongsari
(Lembaran Desa Montongsari Tahun 2024 Nomor 2);

122. Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2o2o tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2A2O sd 2A26 di desa Montongsari {Lembaran Desa
Montongsari Tahun 2OZA Nomor 4). dan

123. Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2024



Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun 2a2s
(Lembaran Desa Montongsari Tahu n 2O24 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Camat Weleri Nomor: L42 /65 / 2024 Tentang
Evaluasi Peraturan Desa Montongsari Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BAI}AN PERMUSYAITARATAN DÞSA MOIIIOilGSARI

Dan
KTPALA DESA IIilOITTOITGSARI

MTMT'TT'SKAIìÍ :

Menetapkan PERATURAN DESA MONTONGSARI NOMOR 6 TAHUN 2A24
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MONTONGSARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa MONTONGSARI Tahun
Anggaran 2A25 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Surpuls/Defisit

Rp. 1.647 .969.736,O0r
Rp. 1.693.619.31 8,00i

45.649.592,OO

3. PembiayaLar:
a. PenerimaanPembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisfü Pembiayaan {a-b}

Sisa Lebih/{Kurang) Perhitungan
Anggaran Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp

45.649.592,AO
45.649.582,00

0.00

0,00

Pasal 2
uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana Dimaksud dalam pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan Di tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Beranja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan ApB Desa.



Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, Dan mendesak.
(21 Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
{3) Pemerintah Desa dapat melakutcan kegiatan pett.ttgg,rlangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yanã belum
terseDia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa Tentang perubahan ApB Desa.

(41 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi lsiteria:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
Memiliki dampak yang signifîkan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oteh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal teq'adi:
a- Penambahan dan/atau pengurarÌg€ul dalam pendapatan

Desa pada tahun berjalan
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar obyek belanja; dan
c- Kegiatan yang belum Dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA at<an Dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan ApB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BpD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengund€mgan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Montongsari

Ditetapkan di : Desa Montongsari
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KTPALå DESTT MOIMþ!ÍGSARI

STTITARYO

Montongsari
2424

MOITTOI{GSARI

b
c
d

e.

ftd

DESA

MONTONGSARI TAHUN 2A24 NOMOR 6



BERITA ACARA
KTSEPAKATA¡T BTRSAIUA KÞPALA DÞSA DAN BPD

DTSJT MOI{TOITGSARI
KECAIUA:TAN WTLÞRI KABT'PATEN KEIIDAL

TENTAITG

PTRATT'RAN DESA TENTAITG AT{GGAR.åN PTNDAPATAIY DAN
BTLATTJA DESA TAHUI{ 20/25

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua
puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUNARYO : Kepala Desa Montongsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna
Pemerintah Desa Montongsari selanjuûrya disebut
sebagai PIHAK KESATU

2. EDY TARJOKO : Ketua BPD Desa Montongsari
3. SAKIRIN Wakil Ketua BPD Desa Montongsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas narrÌa
Badan Permusyawaratan Desa {BPD} Desa
Montongsari selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang
diajukan PIHAK KESATU

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi
Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KÐSATU akan menyampaikan Kepada Camat Weleri untuk
mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 {tiga) hari kerja setelah
tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
ti

BPD,

*

gESA



JenisAPBDes : APBDesAwal

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONTONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

L.AMPIRAN

PERATURAN DESA MONTONGSARI

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES'

15 January 2025

^\

Halaman f

I

æ11212trl410:03:46

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.f .f

1

KODE REK

SISA LEBIH PEMBIAYAAN AI{GGARAT\

PEMBIAYAAN NETTC

PE!'BIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya

SURPLUS / (DEFtStTl

JUMLAH BELANJA

BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH PENÐAPATAI\

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan LainJain

2

URAIAN

0,00

45.649.582,00

45.649.582,00

45.ô49.582,00

(45.649.582,001

1.693.619.318,00

612.933.388,00

532.424.746,A0

440.817.984,00

107.,t43.200,00

f .647.969.736,00

285.000.000,00

1 .361 .390.000,00

1.579.736,00

3

ANGGARAN
( Rp)

4

KETERANGAN

Pr¡nted by Sis



LAMPIRAN

PERATURAN DESA MONTONGSARI

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESI

ANGGARAN PENDAPATAN ÐAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MONTONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

JenisAPBDes : APBDesAwal

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

!
1.1.

1.1.01

1.1.01

1.1.02

1.1.02

1.1.03

1.1.03

1.1.04

1.1.04

1.1.05

1.1.05

1.1.07

1.1.07

1.1.08

1.1.08

1.1.91

1.r,91

1.1.92

1.1.92

1.1.93

1.1.93

1.3.

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaran Belania Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasionaf Pemerinhh Desa (ATK, Honor pKpKD dan ppKÞ
d[)

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan lnsentiflOperasional RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil pengelolaan Tan
ah Bengkok)

Belanja Pegawai

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil pengelolaan
Tanah Bengkok)

Belanja Pegawai

Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan perangkat Desa (yang
Telah Puma)

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearcipan

@ æn2rn24los3:59

5.1.

5.1.

5"1.

5.2.

5.1.

5.2.

5.2.

5.1.

5.1.

5.2.

867¿32.118.00

747.6'13.134.90

53.130.0û0,00

53.130.000,00

328.999.120,00

328.999.120,00

21.341.664,00

2f .341.6ô4,00

59.û29.7¡16,00

59.029.716,00

44.462.604,00

44.ß2"60d,0O

29.450.000,00

29.450.000,00

26.200.000,00

26200.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

32.973.984,(xt

AÐD, PBH

ADD, PBH

AÞD, PBH

ADD, DLL, PAD, I

ADD

DDS

DDS

PAD

PAD

PAD

Halaman f

1 2

KODE
REKENING

JUMLAH PENDAPATAT\

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lainlain

3

URAIAN

1.64?.969.736,{X}

285.000.000,00

1.361.390.000,00

r.579.736,00

4

ANGGARAN
( Rp)

5

SUMBERDANA



13.42

1.3.02

r.3.03

1.3.03

1-4.

1.4.01

1.4.02

2.1.01

2.2.

2.2.01

2.2-O'l

2.2-O2

2.2.02

2.2.O4

2.2-M

2.3.

2.3.03

2.3.03

2.3.05

2.3.05

2.3.12

2.3.12

2.3.20

2.3.20

2.8.

2.8.03

2.8.03

5.3.

5.2_

5.2.

Penysunan, Pendataan, dan Pemutakhiran profil Desa **)

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Administasi dan Kearsipan pemerintahan Desa

Belanja Modal

Penyelenggaraan Tata Praja Pernerintahan, perencanaan, Kanangan dan
Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan ApBDes (
Reguler)

Belanja Barang dan Jasa

Penþenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R
eguler)

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RpJMDesa/RKpDesa dll)

Belanja Barang dan Jasa

Pengisian Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidilran

Perryelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPOyMadrasah Non-Formal Milik Des
a (Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, lnsentï, K
B, dsb)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lar¡sia, lnse
ntifl

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

Pemelíharaan Jalan Usaha Tani

Belanja Modal

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (GoronggoronglSelokan/parilÐrainas
e dlt)

Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatarfPengerasan Jalan Usaha Tani **)

Belanja Modal

Pembangunan/RehabilitasilPeningkatan Monumen/GapuralBatas Desa **)

Belanja Modal

Sub Eidang Pariwisata

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Belanja Barang dan Jasa
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SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAT\

PEMBIAYAAN NE'ITC

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SURPLUS 
' 

(DEFtSt't)

JUMI.AH BEI.ANJA

BIDANG PEMB¡NAÀN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan
Masyarakat

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh pe
mdes

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdaíKebudayaan, dan Keagamaan (H
UT Rl, Raya Keagamaan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan PKK

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparaû¡r llesa

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kegiahn Penanggulangan Bencana

Belanja Tidak Terduga

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Penanganan Keadaan Mendesak

Belanja Tidak Terduga
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